WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 42 7/Wv/202L2

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Menimbang

Mengingat

a.

)

6.

KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, perlu menunjuk Pejabat
Pengclola Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram
tentang Penunjukan Pcjabat Pengelola Keuangan Dacerah
(PPKD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993  tentang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat Il Mataram,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintal;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10 Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kota Mataram,

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

14. Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN
Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah (PPKD) Koa

Mataram Tahun Anggaran 2022, yang namanya schagai
berikut :

Nama . H. Muh. Syakirin Hukmi, SE, MM.
NIP. © 196405071992031016
Jabatan . Kepala Badan Keuangan Dacrah Kota Mataram.

Pejabat scbagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyal

tugas .

a. Menyusun dan mclaksanakan kebijakan  pengelolaan
keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda

tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD;

Melaksanakan pemungutan Pendapatan Dacrah yang Lelah

diatur dalam Peraturan Dacrah;

o

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

c. Melaksanakan tugas lainnya scsual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pcjabat  Pengelola  Keuangan Dacrah (PPKD) scbaganmana
dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium scbesar Rp.
4.770.000,- perbulan selama 12 bulan pada Tahun 2022.

Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2022
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kecuangan
Dacrah Kota Mataram pada Sub kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi  Keuangan SKPD
dengan Kode Rekening 5.02.01 2.02.03.5.1.01.03.07.0001.



KELIMA . Keputusan Wwalikota in mulai  berlaku pada tanggal
3 Januari 2022.
Ditctapkan di Mataram

pada tanggal 1 ﬂ?o‘” 2042
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

JI. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Prov. NTB Telp. (0370) 631954

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : ©1 [&<D/I 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

Menimbang

Mengingat

=

=

bahwa dalam rangka memperlancar scria meningkatkan
tertib  administrasi  pengelolaan  keuangan daerah,
dipandang perlu menunjuk Pejabat  Penatausahaan
Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Kcuangan Daerah Kota
Mataram Tahun 2022;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penunjukan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Mataram;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram,;

Peraturan Daecrah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Mataram Tahun 2022.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Menunjuk Baig Vera Primayanti Z., SE. M.Ak NIP. 19740123

1999022001, Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, sclaku

Pcjabat Penatausahaan Kecuangan (PPK) SKPD Pada Badan

Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.

Pecjabat Pcnatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai

tugas dan wewenang :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan  pertanggungjawaban

Bendahara Pencrimaan dan Bendahara Pengeluaran,

Melaksanakan [ungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

kelebihan  pengembalian  pendapatan daerah  dari

bendahara pencrimaan;

7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS bescria
bukti kelengkapannya sebagai dasar penylapan SPM.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan

Belanja Daerah Kota Mataram meclalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Badan Kcuangan Dacrah Kota Mataram

Tahun 2022.

Keputusan Kepala Badan Kceuangan Dacrah ini mulai berlakua

scjak tanggal 3 Januari 2022.

SR

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Jeausei 022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
NIP. 196405071992031016



PEMERINTAIl KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

JI. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Prov. NTB Telp (0370) 631954

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : o bl®B¥D) L 2042

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAEARH KOTA
MATARAM NOMOR 1/BKD/1/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mcmperlancar serta meningkatkan
tertib  administrasi  pengelolaan kcuangan  dacrah,
dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Kcuangan Daerah Kota
Mataram Tahun 2022;

bahwa schubungan dengan adanya mutast  jabatan
terhadap pejabat sebelumnya, maka perlu ditunjuk pejabat
Penatausahaan Keuangan yang baru dengan Keputusan
Kepala Badan Keuangan Dacrah Kota Mataram;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan hurul b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Badan Keuangan Dacrah Kota Mataram tentang Perubahan
Atas Keputusan Kepala Badan Kcuangan Dacrah Kota
Mataram Nomor 1/BKD/1/2022 Tentang Penunjukan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan
Dacrah Kota Mataram Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat |l Mataram,;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Tceknis Pengelolaan Kcuangan
Daecrah;

Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Dacrah Kota Mataram;

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram,



Menectapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

9. Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Mataram Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk L. Kesumajati, SE, NIP. 196511271998031006,

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, selaku

Pe¢jabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pada Badan

Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai

tugas dan wewenang :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan olch
Bendahara Pengeluaran,

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan  pertanggungjawaban

Bendahara Pencrimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

kelebihan  pengembalian pendapatan daerah  dari

bendahara pencrimaan,;

7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya scbagai dasar penylapan SPM.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah Kota Mataram melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Badan Kecuangan Daerah Kota Mataram

Tahun 2022.

Keputusan Kepala Badan Keuangan Dacrah ini mulai berlaku

scjak tanggal 3 Februari 2022,

on b &

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 FTeosuar| 4042

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,
e Vprand Vs
]

H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
NIP. 196405071992031016



[KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

JI. HOS. Cokroaminoto No 1 Mataram, Prov. NTB Telp. (0370) 631954

S s P

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR: ® g /BKD/1/2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan serta
meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kegiatan
SKPD dipandang perlu menunjuk Pecjabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK);

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Keuangan Dacrah Kota Mataram tentang Penunjukan
Pejabat Pclaksana Tecknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Dacrah Kota Mataram;

7  Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram

8 Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

9. Peraturan Dacrah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Kota
Mataram Tahun Anggaran 2022,



Menectapkan .

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada
Badan Keuangan Dacrah Kota Mataram Tahun 2022

sebagaimana tercanturn pada Lampiran Keputusan ini.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

1. mengendalikan dan meclaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/ sub keglatan SKPD/unit
SKPD meliputi :

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub
kegiatan kepada PA/KPA.

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan, meliputi :

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan;

c. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan keglatan.

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Mataram melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Badan Keuangan Dacrah Kota Mataram

Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal 3

Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

gy, |
= ey
= T

H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
NIP. 196405071992031016



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

JABATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

R s s e R
No. Bidang PPTK
1 | Sekretariat Sekretaris
2 | Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Kabid. Pendataan,
Pengolahan Data (P4D) Perhitungan, Penetapan dan
Pengolahan Data
3 | Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Kabid. Pelayanan,
(P3) Penyuluhan dan Penagihan
4 | Pengendalian Pendapatan Dacrah Kabid. Pengendalian
Pendapatan Dacrah
5 | Anggaran dan Perbendaharaan Kabid. Anggaran Dan
Perbendaharaan
6 | Akuntansi dan Pelaporan Kabid. Akuntansi Dan
Pelaporan
7 | Aset Kabid. Aset

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MATARAM,

L |

H_ MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
NIP. 196405071992031016



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 1666 /%11 /208

TENTANG

PENUNUUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINT/.H KOTA

Menimbang

Mengingat

MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MATARAM,

. bahwa daiam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah °

yang  tertib, efisien, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dan berdasarkan Ketentuan Pasal 16
-ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram;

. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur
3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dipandang mampu
untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusar Walikota Mataram tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Peneiimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Noinor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan.  Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20'4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahua 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 T ahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunaan Perangkat
Daerah Kota Mataram;

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022
vang nama, Nip dan pangketnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Kcputusan ini;

Benduhara sebagaiinana dimaksud Diktum KESATU

memiliki tugas dan wev-enang meliputi;

1. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas den wewenang

sebagai berikut;

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,
Surat Pembayaran Pembayaran Ganti Uang, Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uarg, dan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung;

b. Mcnerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti
Uang, dan Tambahan Uang;

c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan,
Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;

d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

. Meneliti kelengkapan dokumen pembaya -an;
Membuat laporan pertanggungjawaban  secara
administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan

el ¢!



£,

Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan
wewenang meliputi;

a.

Mengajukan permintaan pembayaran inenggunakan
Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang
Persediaan dari Bendahara Pengeluaran,

. Menerima dan menyimpan Tambahan Uang dari

Bendahara Umum Daerah;

Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang
Persediaan dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
Menolak perintah bpayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peretiiran perundang-undangan yang
berlaku; dan

Membuat laporan pertanggungjawaban  secara
administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang
meliputi:

a.

d.

c.

Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima langsung melalui Rekening Kas Umum
Daerah;

Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang
diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; den
Menyiapkan dokumen pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan
wewenang meliputi:

£y

Menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah
uang dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

Meminta bukti transaksi atas pendupatan yang

diterima langsung melalui Rekening Kas Uumu
Daerah;

. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang

diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan
Menyiapkan dokumen pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah;

KETIGA ¢ Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.



KEEMPAT : Keputusan Walikota

ini mulai berlaku nada tanggal
3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram
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